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ABSTRAK 
 
As an adat community, the majority of people in Parbuluan Subdistrict 
comply with Batak adat law. Each plot of land in Batak community is controlled 
by certain marga (clan) as the owner of village adat land. Since law No. 5/1960 
on Basic Agrarian Regulations is in effect, land registrations becomes the most 
important thing in the land system in Indonesia because it is the beginning of the 
process of the bird of land rights ownership. The adat law community in 
Parbuluan Subdistrict who wants to register their land has to request for Raja 
Huta/Kepala Huta (village head) by submitting an amount of money which is 
called “Tulak Sakkul” as a token that the marga land rights has been released 
and is allowed to be registered for getting its certificate. “Tulak Sakkul” is 
submitted in an adat ceremony by having meal together as a proof that the village 
land owner, represented by the village head, has submitted his rights on the 
marga land. 
Keywords: Land registration, Marga Land, Parbuluan Subdistrict  
I. Pendahuluan 
Tanah bagi kehidupan manusia sangatlah penting. Hal ini dikarenakan 
hampir seluruh aspek kehidupan terlebih lagi bagi masyarakat indonesia yang 
agraris.
1
 Tanah tidak hanya dipahami sebagai sumber ekomomi saja. Namun bagi 
pihak lain memandang tanah sebagai sesuatu yang sakral dan harus dijaga.  Salah 
satunya adalah masyarakat adat. Mereka memandang tanah khususnya tanah 
ulayat  karena merupakan peninggalan nenek moyang ataupun sebagai lambang 
identitas mereka. 
Hak ulayat masyarakat Hukum Adat diatur dalam Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
yang selanjutnya disebut UUPA, yaitu: “Dengan mengingat ketentuan dalam 
Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu 
dari masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya 
masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional 
dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh 
bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih 
tinggi.”   
                                                          
1
Imam Sudiyat, Hukum Adat, (Yogyakarta: Liberty, 1978), hal. 1.  
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Menurut Boedi Harsono, yang dimaksud dengan hak ulayat masyarakat 
Hukum Adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat 
Hukum Adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan 
wilayahnya.
2
  
Berkaitan dengan hak komunal ini, oleh beberapa pakar diartikan dalam 
berbagai perumusan, yaitu hak milik komunal (communal bezitsrecht), hak milik 
asli (eigendomsrecht), dan hak ulayat, yang menurut Van Vollenhoven semua 
hak-hak tersebut dalam bahasa Belanda dinamakan beschikkingsrecht, yaitu suatu 
hak atas tanah yang hanya ada di Indonesia, sebagai suatu hak yang tidak dapat 
dipecah-pecah dan memiliki dasar keagamaan (religie), serta hak tersebut tidak 
ada sangkut pautnya dengan hukum perdata Eropa (BW).
3
  
Hak Ulayat merupakan seperangkat wewenang dan kewajiban suatu 
masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak di 
wilayahnya. Hak ulayat mengadung dua unsur, yaitu unsur kepunyaan yang 
termasuk bidang hukum perdata dan unsur kewenangan untuk mengatur 
penguasaan dan memimpin tugas kewenangan yang termasuk kewenangan 
hukum publik.
4
 Unsur kewenangan yang termasuk dalam hukum publik tersebut 
pelaksanaannya dilimpahkan kepada kepala adat sendiri atau bersama-sama 
dengan para tetua adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
5
  
Objek hak ulayat ini adalah tanah dan juga perairan, seperti sungai dan 
perairan pantai laut, dan juga atas tanaman yang tumbuh sendiri, seperti pohon-
pohon, buah-buahan, dan batang kayu, begitu juga dengan binatang-binatang liar 
yang hidup dilingkungan tanah ulayat tersebut.
6
 
Terkait sistem hukum (terutama mengenai sistematika hubungan manusia 
dengan tanah), dalam sistem hukum adat, tanah merupakan hak milik bersama 
masyarakat hukum adat atau yang dikenal dengan hak ulayat. Hak ini merupakan 
hak yang tertinggi kedudukannya. Hak ulayat ini mengandung dua unsur, yaitu 
unsur kepunyaan artinya semua anggota masyarakat mempunyai hak untuk 
menggunakan; dan unsur kewenangan, yaitu untuk mengatur, merencanakan, dan 
memimpin penggunaannya.
7
 
Tanah ulayat merupakan salah satu bentuk kepemilikan tanah yang 
dilakukan secara bersama, hak ulayat sebagai istilah teknis hukum adalah hak 
yang melekat sebagai kompetensi hak pada masyarakat hukum adat berupa 
                                                          
2
Boedi Harsono (Boedi Harsono – I), Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan 
Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 185-
186.  
3
 Anita Kamilah, Bangun Guna Serah (Build Operate And Transfer/BOT) Membangun 
Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik), 
(Bandung:Media Keni, 2013), hal. 41.  
4
 Syafruddin Kalo, Kapita Selekta Pertanahan, Studi Tanah Perkebunan di Sumatera 
Timur, (Medan: USU Press, 2005), hal. 132. 
5
 Supriadi, Hukum Agraria, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 61-62. 
6
 Ter Haar,  Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat. (Jakarta: Pradny Panata, 1999), hal 59-
60.  
7
Bernhard Limbong, Hukum Agraria Nasional, (Jakarta Selatan: Margareth Pustaka, 
2012), hal. 165. 
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wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku 
ke dalam maupun keluar.
8
 
Dalam konsepsi hak bersama, para anggota masyarakat diliputi suasana 
magis religious, pemikiran yang melihat kejadian-kejadian atau usul-usul tidak 
berdasarkan pada pemikiran yang bersifat rasional atau akal sebagai keyakinan 
bahwa tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, karena itu mereka 
menyadari kewajibanya untuk menjaga, menggunakan, serta memelihara dengan 
baik sesuai dengan norma-norma sebagai kristalisasi nilai luhur kehidupan yang 
telah dibentuk dan dihormati dulu.
9
  
Di wilayah Provinsi Sumatera Utara masih ada dijumpai tanah adat dan 
hak ulayat, seperti di Kabupaten Dairi disebut dengan nama tanah marga.
10
 
Tanah merupakan satu kesatuan dengan kehidupan masyarakat Dairi atau 
menunjukkan identitas tentang keberadaan anggota masyarakat tersebut sehingga 
tanah menentukan hidup matinya masyarakat tersebut. Tanah dikuasai oleh 
marga sebagai pemilik ulayat tersebut.  
Khususnya di Kecamatan Parbuluan, Masyarakat adat yang berdomisili di 
wilayah pemerintahan Kecamatan Parbuluan adalah masyarakat adat Batak Toba 
(sebutan untuk Batak Toba lazim disebut sebagai "Batak"). Masyarakat adat di 
wilayah (Batak Toba) umumnya Tapanuli utara. Jadi meskipun Parbuluan berada 
di Kabupaten Dairi masyarakat yang tinggal disana mayoritas adalah masyarakat 
adat Batak Toba, bukan suku Pak-Pak.
11
  
Apabila ditelusuri dari sejarah dari pada struktur penguasaan tanah adat 
tersebut adalah dikarenakan ketika dahulu kala marga tersebut adalah orang yang 
pertama kali membuka lahan atau bertempat tinggal ke daerah tersebut yang pada 
waktu itu masih kosong (semak belukar) dan pertama kali  mendirikan kampung 
(huta).
12
 Dalam hal ini Marga berhak mengatur  pemakaian tanah dan membuat 
peraturan-peraturan yang menyangkut dengan tanah seperti:  perkembangan 
penggunaan hutan, penggunaan tanah untuk perladangan dan persawahan  serta 
membuat peraturan-peraturan tentang tata tertib terhadap kehidupan masyarakat  
sehingga jika orang yang datang dan tinggal menetap di kampung tersebut 
haruslah seijin pendiri kampung yang disebut sebagai kepala huta. 
Status tanah adat dibedakan menjadi 2, yaitu: 
1. Tanah hak ulayat (tanah milik seluruh warga masyarakat adat secara 
bersama). Terhadap tanah hak ulayat pada prinsipnya tidak diperbolehkan 
                                                          
8
 MB. Hooker, Adat Law in Madura Indonesia, (Kuala Lumpur: Oxport University Pres, 
1978), hal. 118.  
9
 Mhd.Yamin Lubis & Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, (Bandung: 
Mandar Maju, 2012), hal. 94. 
10
 Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Pelaksanaan, Permasalahan dan Pemecahan 
Masalah Tanah Adat (Komunal) di Provinsi Sumatera Utara, dalam Mhd. Yamin Lubis & Abd. 
Rahim Lubis, Ibid, hal. 216.  
11
 Nela Samosir, Kronologi Kasus Parbuluan, 
http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1995/02/21/0001.html, dilihat terakhir pada tanggal 20 
Desember 2015, pukul 10.00 WIB.  
12
 Wawancara dengan Pengetua Adat Raja Bius Lontung Sinaga Situmorang, Franco 
Sinaga, Pada tanggal 18 April 2016, pukul 12.00 WIB. 
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bagi warga luar persekutuan turut menggarap tanah ulayat beserta segala 
tumbuh-tumbuhan, binatang yang ada di atasnya; 
2. Tanah milik perorangan: apabila hak milik perorangan yang menguat, 
maka hak ulayat akan menipis, sebaliknya apabila perorangan menipis 
(ditinggalkan) maka tanah tersebut menjadi tanah Hak Ulayat.
13
  
Terjadinya hak milik perorangan atas tanah persekutan atau hak ulayat 
dikarenakan perorangan dengan keluarganya membuka tanah hutan lingkungan 
hak ulayat marga atau kampung, untuk tanah perladangan, sampai menjadi tempat 
kediaman atau tempat usaha pertanian yang tetap dengan ditanami tumbuh-
tumbuhan keras (pohon buah-buahan, karet, kelapa, kopi dan sebagainya).
14
 
Hak milik atas tanah yang diberikan oleh masyarakat hukum adat kepada  
anggotanya, disatu pihak memberikan kekuasaan kepada anggotanya untuk 
mengusahakan tanah tersebut bagi dirinya, akan tetapi di pihak lain mewajibkan 
kepada anggotanya untuk mengusahakan tanah tersebut demi kepentingan 
bersama. 
Hak-hak atas tanah yang timbul dari proses yang secara terus menerus 
dikerjakan oleh masyarakat, lalu dilegalkan penguasa kampung/kepala desa 
dengan pengakuan tanpa surat, sehingga terakhir lahir hubungan kepemilikan 
yang diakui oleh masyarakat sekawasan dan resmi menjadi milik seseorang dan 
atau masyarakat dalam lingkungan adat tersebut. Inilah yang kemudian diakui 
sebagai hak-hak atas tanah yang lahir karena ketentuan hukum adat. (lihat pasal 
22 UUPA).
15
 
Tanah-tanah yang kepemilikannya terdiri dari beberapa orang atau 
kelompok seperti tanah adat (tanah yang bersifat publiekrechtelijke) mengenai 
pendaftaran tanah pada awalnya bukanlah sesuatu yang penting dilakukan, sebab 
yang diprioritaskan adalah fungsi haknya yakni bagaimana supaya dapat memberi 
manfaat bagi seluruh anggota keluarga sekawasan yang hidup di atas tanah 
tersebut, bukan fungsi amannya hak tersebut ditangan seseorangan.
16
 
Selain itu pengaruh perkembangan manusia yang semakin maju, sudah 
barang tentu tanah milik bersama dalam satu kawasan atau satu keluargapun akan 
menjadi sasaran untuk dikeluarkan bagian-bagian tertentu kepada individu 
anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan dari kepemilikan bersamanya. 
Proses seperti ini bahkan semakin lama semakin menjadi kegiatan manusia secara 
alamiah dan tidak terelakkan terjadinya di atas tanah-tanah adat atau tanah milik 
keluarga sekalipun.
17
  
Akhirnya milik bersama yang sifatnya publiekrechtejke-pun, berkembang 
ke semakin terindividualisasi menjadi milik privat (hak milik adat). Milik bersama 
                                                          
13
 Rosnidar Sembiring, Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah Dalam Masyarakat Adat 
Simalungun, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hal. 94. 
14
 Soerjono Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, ( PT Raja Grafindo Persada; 
Jakarta,2001) halaman 197  
15
 Mhd. Yamin Lubis & Abd. Rahim Lubis, Op.Cit., hal. 19. 
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 Ibid, hal. 98.  
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 Ibid.  
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tersebut tidak mungkin ditahan untuk menjadi benda/barang milik individu dan 
untuk kemudian dapat dialihkan dan beralih dari kepemilikan bersama tersebut.
18
 
Tetapi sekalipun pendaftaran tanah bukan tradisi berdasarkan konstruksi 
Hukum Adat, namun untuk memenuhi tuntutan pembangunan dan kebutuhan 
masyarakat akan pentingnya jaminan kepastian hukum atas tanahnya, maka 
pendaftaran tanah tersebut sudah dapat dipastikan akan menjadi suatu hal yang 
harus digiatkan.
19
 Secara alamiah kepemilikan bersama tersebut semakin lama 
semakin menyempit (mungkret) akibat proses individualisasi pemilikan tanah, 
maka tuntutan mendaftarkan tanah yang dilindungi tentunya tidak lagi dapat 
dielakkan atau sudah menjadi keharusan.
20
 
Pendaftaran tanah semakin mendapat perhatian penuh sejak diterbitkanya 
UUPA dan ditindaklanjuti dengan aturan teknis operasionalnya berupa Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961  yang sudah disempurnakan dengan Peraturan  
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan terbitnya 
peraturan perundang-undangan tersebut landasan Yuridis dengan pengaturan 
makna teknis yang ada diharapkan dapat terlaksana pendaftaran tanah di seluruh 
Indonesia dan dapat diwujudkan tujuan pendaftaran tanah tersebut secara 
sempurna, yang didukung dengan sistem kerja yang dapat berkesinambungan 
serta memberikan jaminan bagi pemeliharaan data dan informasi pendaftaran 
tanah yang bersangkutan. 
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan 
yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah: 
1. Bagaimanakah eksistensi tanah ulayat di Kecamatan Parbuluan, Kabupaten 
Dairi saat ini? 
2. Bagaimana proses pendaftaran hak atas tanah perseorangan yang berasal 
dari tanah ulayat di Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi? 
3. Bagaimana peranan Kepala Adat dalam hal pendaftaran hak atas tanah 
perseorangan pada tanah ulayat di Kecamatan Parbuluan, Kabupaten 
Dairi?   
 
II. Metode Penelitian  
Sesuai dengan karekteristik perumusan masalah yang ditujukan yaitu 
Analisis Hukum Mengenai Pendaftaran Tanah Ulayat Yang Telah Menjadi Hak 
Perorangan Pada Tanah Ulayat Di Kabupaten Dairi, maka jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian Yuridis 
Sosiologis atau sering disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan 
mazhab sociological jurisprudence.  
Metode pendekatan penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu 
dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis 
tentang permasalahan yang akan diteliti.  Analisis dimaksud berdasarkan 
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 Ibid. 
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 Ibid, hal 97. 
20
 Ibid, hal. 96.  
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gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat dan disusun 
secara sistematis untuk menjawab permasalahan. 
 
III. Hasil dan Pembahasan 
A. Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah Di Kecamatan Parbuluan 
Dalam masyarakat hukum adat Batak Toba, tanah ulayat menempati posisi 
utama dalam kedudukannya sebagai harta, karena tanah tidak hanya sebagai dasar 
materil dari masyarakat hukum, tetapi di dalam adat Batak Toba merupakan salah 
satu unsur dalam organisasi geneologis teritorialnya, yang berfungsi sebaga alat 
pemersatu keluarga. 
Sebagai kelompok masyarakat adat, mayoritas masyarakat di Kecamatan 
Parbuluan tunduk pada hukum adat Batak. Secara umum pemilikan tanah pada 
mulanya didasarkan pada yang pertama kali  mendirikan kampung (huta).
21
 
Dalam hal ini Marga berhak mengatur  pemakaian tanah dan membuat peraturan-
peraturan yang menyangkut dengan tanah seperti: perkembangan penggunaan 
hutan, penggunaan tanah untuk perladangan dan persawahan  serta membuat 
peraturan-peraturan tentang tata tertib terhadap kehidupan masyarakat  sehingga 
jika orang yang datang dan tinggal menetap di kampung tersebut haruslah seijin 
pendiri kampung yang disebut sebagai kepala huta. 
Seiring dengan perkembangan kehidupan, maka penggunaan tanah ulayat 
tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama, tetapi juga anggota 
masyarakat diperbolehkan menggunakan sebagian tanah ulayat untuk dapat 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Proses penguasaan 
individu ini terus berlangsung secara turun temurun dan diakui oleh masyarakat 
hukum adat. Selama dalam penggunaan tanah tersebut sesuai dengan peraturan 
yang berlaku maka anggota masyarakat lain harus menghormatinya dan tidak 
boleh mengganggunya. Apabila diterlantarkan dalam jangka waktu tertentu, atau 
diperlukan untuk kepentingan yang lebih luas, maka penguasa adat dapat 
menentukan peruntukan dan penggunaan selanjutnya. 
Lahirnya pemilikan tanah bagi individu umumnya diawali pembukaan 
tanah yang diberitahukan kepada kepala persekutuan hukum dan diberikan tanda 
bahwa tanah itu akan digarap. Tanda itu, merupakan tanda pelarangan sehingga 
hasil pohon, tanah ataupun rumah yang ada hanya untuk yang berkepentingan 
saja, orang lain tidak boleh menggunakan dan mengambil hasilnya.  
Hak Milik itu dapat dipandang sebagai hak benda tanah hak mana 
memberi kekuasaan kepada yang memegang untuk memperoleh (merasakan) hasil 
sepenuhnya dari tanah itu dan untuk mempergunakan tanah itu seolah- olah 
sebagai eigenaar, dengan memperhatikan peraturan-peraturan hukum adat 
setempat dan peraturan-peraturan pemerintah.
22
Ia berkuasa menjual tanahnya, 
menggadaikan, memberikan sebagai hadiah kepada orang lain dan jika ia 
meninggal dunia tanah itu menjadi hak warisnya. Hak milik adat adalah hak 
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 Wawancara dengan Pengetua Adat Raja Bius Lontung Sinaga Situmorang, Franco 
Sinaga, Pada tanggal 18 April 2016, pukul 12.00 WIB. 
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perorangan yang paling kuat, dimana pemegangnya mempunyai wewenang yang 
luas terhadap tanahnya asal memperhatikan hak ulayat sepanjang masih ada, 
memperhatikan hak pemilik Tanah lain, memperhatikan ketentuan yang ada dan 
peraturan lain. Subyek hak milik tidak hanya individu tetapi persekutuan hukum 
dapat pula mempunyainya seperti desa.  
Hak milik atas tanah yang diberikan oleh masyarakat hukum adat kepada 
anggotanya, disatu pihak memberikan kekuasaan kepada anggotanya untuk 
mengusahakan tanah tersebut bagi dirinya, akan tetapi di pihak lain mewajibkan 
kepada anggotanya untuk mengusahakan tanah tersebut demi kepentingan 
bersama.   
Hak milik atas tanah adat dapat diperoleh dengan jalan:  
a. membuka tanah hutan/tanah belukar.  
b. mewarisi tanah. 
c. memindahkan tangan menurut hukum adat misalnya : jual lepas (jual pate)  
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa mengenai 
proses lahirnya hak individu yang merupakan awal kepemilikan atas Tanah 
menurut hukum adat, pada dasarnya meliputi unsur: 
1. Penguasaan secara individu dan turun temurun 
2. Penguasaan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
3. Pemanfaatan tanah dengan tetap memelihara keselarasan kepentingan 
individu dan masyarakat 
4. Memperoleh pengakuan dari penguasa adat dan dihormati oleh tetangga 
berbatasan dan masyarakat adat lainnya. 
5. Penguasa adat mempunyai kewenangan mengatur peruntukan dan 
penguasaan tanah 
6. Ada hubungan yang bersifat “magis religius” antara manusia dan Tanah 
Maka hubungan antara individu dengan tanahnya tersebut dipandang 
sebagai hubungan yang lebih erat lagi sehingga lama kelamaan timbul pengakuan 
bahwa tanah tersebut telah direstui sebagai miliknya. Akibat selanjutnya timbul 
perkembangan dari hak ulayat menjadi hak milik menurut hukum adat. 
Selain dari pembukaan tanah hak milik perorangan atas tanah ulayat juga 
terjadi dikarenakan adanya warga persekutuan yang dengan izin kepala desa atau 
kepala persekutuannya membuka tanah wilayah persekutuan dengan menggarap 
tanah itu timbullah suatu hubungan antara individu dengan tanah dan juga 
hubungan religio-magis antara warga yang bersangkutan dengan tanah yang 
dikerjakannya tersebut. 
Dengan berubahnya status tanah adat menjadi hak milik adat, maka 
hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah tersebut lepas. Lepas disini 
dalam arti pemilik tanah telah bebas menentukan sendiri kegunaan tanah tersebut. 
Namun Soepomo berpendapat bahwa hak milik atas tanah meliputi kekuasaan 
untuk bertindak sebagai yang berhak sepenuhnya atas tanah, dengan mengingat 
beberapa kewajiban terhadap masyarakat hukum adat yang harus diperhatikan 
oleh pemiliknya.
23
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 Soepomo, Hukum Perdata Jawa Barat, (Jakarta: Djambatan, 1967), halaman.123    
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Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Purnadi dan A Ridwan Hakim 
menyebutkan bahwa hak milik adat adalah suatu hak atas sebidang tanah tertentu 
yang dipegang oleh perorangan yang terletak dalam wilayah hak ulayat suatu 
masyarakat adat yang bersangkutan, tanah yang dikuasai dengan hak milik dalam 
hukum adat tersebut berupa sawah dan beralih turun temurun.
24
 
Peralihan tanah tersebut dapat dilakukan dengan pewarisan ataupun 
dengan pemberian hibah atau dengan melakukan transaksi – transaksi yang 
dilakukan dengan pengoperan ataupun penyerahan dengan disertai pembayaran 
kontan dari pihak lain saat itu juga.  
Eksistensi Tanah Ulayat masyarakat adat Batak Toba di Kecamatan 
Parbuluan sudah berkurang. Tanah-tanah marga yang kepemilikannya bersama 
sudah banyak mengalami perubahan status menjadi hak milik secara individu. 
Oleh karena semakin banyak tanah-tanah komunal masyarakat hukum adat yang 
terindividualisasi, sehingga kepemilikan bersama makin lama menjadi makin kecil 
cakupan luas dan penguasaannya. 
Masyarakat Batak Toba adalah masyarakat patrilineal. Dimana garis 
keturunan dilanjutkan dari ayah kepada anak laki-laki. Keturunan pokok  dalam 
hukum waris adat Batak Toba tradisonal adalah anak laki-laki. Warisan adalah 
symbol dari eksistensi suatu marga.
25
  Dan sifat pemikiran orang Batak lulu 
anak dan lulu tano (suka anak dan suka tanah). Jadi tanah memegang peranan 
penting, dimana tanah mempunyai aspek peranan ganda sebagai sumber 
menggapai ke-kepalaan harajaon (kuasa). Tanah sebagai harta benda yang 
diwariskan kepada keturunan semakin banyak, seperti orang di orang Batak 
Toba ada tiga (3) pemberian tanah kepada keturunannya,  tanah panjaean, tanah 
pauseang dan tanah parbagian. 
Tanah panjaean adalah tanah yang diberikan kepada seorang laki-laki oleh 
orang tuanya segera sesudah menikah dan berumah tangga. Pemberian ini 
dimaksud sebagai modal pertama dari usahanya untuk mencari nafkah. Tanah 
pauseang adalah tanah yang diterima oleh seorang anak perempuan dari orang 
tuanya pada hari perkawinan. Sedangkan tanah perbagian adalah tanah yang 
diwarisi oleh seorang anak laki-laki dari orangtuanya yang sudah meninggal.
26
  
Perubahan status tanah adat di Kecamatan Parbuluan juga karena 
disebabkan oleh pemberian kepada orang pendatang adalah merupakan pemberian 
kepada orang yang tidak masuk diluar dari masyarakat adat tersebut oleh 
masyarakat adat itu sendiri. Dengan adanya pemberian ini dapat kita ketahui di 
Kecamatan Parbuluan bahwa orang pendatang mempunyai kesempatan untuk 
mempunyai hak milik atas tanah di atas tanah adat. 
Tapi perlu diketahui bahwa pemberian ini dilakukan setelah adanya 
permohonan dari si pendatang tersebut. Sebagaimana yang biasanya dilakukan 
sesuai dengan adat istiadat masyarakat batak bahwa orang pendatang tersebut 
membuat permohonan kepada tokoh-tokoh adat dengan menyerahkan “Debban 
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 Purnadi Purbacaraka dan A Ridwan Hakim, Sendi-Sendi Hukum Agraria,(Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 1993), halaman 27  
25
 Tagor Nainggolan, Batak Toba di Jakarta, (Medan: Bina Media Perintis, 2006), hlm. 
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Tiar” (berupa ganti rugi namun dalam konteks adat). Artinya ganti rugi ini dilihat 
dari segi nilai uangnya hanya berupa simbol semata, karena jumlah nilai uang 
tersebut tidak sebanding dengan tanah yang diserahkan).
27
 
Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya hukum adat 
Batak Toba tidak mengenal istilah jual beli dalam peralihan Tanah karena bagi 
Masyarakat adat Bata Toba Tanah merupakan milik marga leluhurnya yang harus 
dimiliki secara turun temurun kepada keturunannya. Seiring dengan 
perkembangan jaman kebutuhan semakin meningkat, sehingga terjadi pinjam 
meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tanah yang merupakan harta 
yang bernilai tinggi dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang, 
yang pada masyarakat adat batak toba di Kecamatan Parbuluan disebut dengan 
manggadehon atau mamindorhon (menggadaikan/jual gadai). Demikian juga 
pemilikan hak atas Tanah semakin meningkat, hal ini menyebabkan Tanah yang 
merupakan Tanah marga leluhur tidak bisa lagi dipertahankan sehingga terjadi 
jual pate (jual lepas).  
Pada awalnya semua bentuk pengalihan Tanah di Kecamatan Parbuluan 
pada awalnya secara lisan. Seiiring kebutuhan akan bentuk tertulis yang 
didasarkan oleh peraturan dari Negara, maka peralihan Tanah berupa jual pate 
(jual lepas) maupun sindor (jual gadai) sudah dibuat dalam bentuk tertulis yang 
dikenal dengan istilah surat perjanjian dibawah tangan yaitu surat yang dibuat 
oleh kedua belas pihak, ditandatangani oleh pembeli, penjual, saksi-saksi dan 
diketahui oleh Kepala Desa. Walaupun demikian, hingga saat ini berdasarkan 
penelitian di lapangan, sebagian besar masyarakat adat Batak Toba di Kecamatan 
Parbuluan dalam melakukan pengalihan Tanah masih di lakukan secara lisan. 
Pengalihannya dilaksanakan secara tunai, terang dan nyata. Tunai artinya 
penyerahan Tanah oleh sipenjual kepada si pembeli bersamaan dengan 
penyerahan harga berupa uang kontan (secara lunas tidak mengenal sistem panjer) 
oleh pembeli kepada si penjual Tanah. Nyata artinya bahwa perbuatan jual beli 
Tanah tersebut dituangkan dalam surat perjanjian yang diikuti dengan penyerahan 
Tanah dan pembayaran harga oleh penjual dan pembeli. Terang artinya bahwa 
perbuatan jual beli tersebut ditanda-tangangi oleh orang-orang yang 
dituakan/pengetua adat atau yang mengetahui riwayat kepemilikan Tanah 
tersebut.  
Proses pengalihan ini bahkan semakin lama semakin menjadi kegiatan 
manusia secara alamiah dan tidak terelakkan terjadinya di atas Tanah-Tanah adat 
atau Tanah milik keluarga sekalipun.
28
 Disamping itu, dengan 
terindividualisasinya Tanah-Tanah adat dengan cara mendaftarkannya 
memberikan peluang bagi para pemiliknya untuk menggunakan bukti kepemilikan 
hak atas Tanah itu sebagai jaminan hutang (ditanggungkan atau diagunkan).
29
 
Antara hak ulayat dan hak perorangan yang diakui secara adat selalu ada 
pengaruh timbal balik, makin banyak usaha yang dilakukan seseorang atas suatu 
bidang tanah maka makin eratlah hubungannya dengan tanah itu dan makin kuat 
pula haknya atas tanah tersebut. Di dalam hak demikian maka kekuatan hak ulayat 
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terhadap tanah itu menjadi berkurang, tetapi menurut hukumnya yang asli 
bagaimanapun kuatnya hak perseorangan atas tanah itu tetap terikat oleh hak 
ulayat.  
Sehingga dengan demikian hak ulayat bersifat fleksibel yaitu semakin 
berkembang dan maju kondisi masyarakatnya, maka hak ulayat menjadi semakin 
lemah dalam masyarakat apa lagi dalam masyarakat modern. Bila kita mengkaji 
lebih dalam hak ulayat dan hak adat atas tanah ada perbedaan yang cukup 
signifikan. 
Dengan adanya pendaftaran tanah tersebut secara alamiah kepemilikan 
bersama tersebut semakin lama semakin menyempit (mungkret) akibat proses 
individualisasi pemilikan tanah. Apalagi hak-hak individu yang sifatnya 
keperdataan, sekalipun sebenarnya pada awalnya berasal dari hak adat yang 
bersifat hak bersama semacam hak ulayat atau hak-hak adat yang serupa dengan 
itu dan sangat kecil kemungkinannya kembali menjadi hak-hak yang bersifat 
komunal.
30
 
Didukung dengan banyaknya tanah-tanah suku Batak Toba yang sudah 
dijual kepada pihak pendatang maupun pihak asing yang bukan warga di 
kecamatan Parbuluan. Serta dengan adanya perambahan dan penebangan secara 
besar-besaran hutan ulayat yang berada di desa Parbuluan III, IV dan V di 
Kecamatan Parbuluan.
31
 
Walaupun demikian, sebagian masyarakat Suku Batak Toba di Kecamatan 
Parbuluan tetap berusaha untuk mempertahankan eksistensi atau keberadaan 
Tanah-tanah marga khususnya hutan adat (tombak raja). Hal tersebut dapat dilihat 
dari berbagai upaya-upaya yang dilakukan marga Suku Batak Toba sebagai 
pemilik tanah ulayat seperti kasus Pada Tahun 1992 yang terjadi ketika tanah 
ulayat Bius Lonttung Sinaga-Situmorang di desa Parbuluan I, II, dan III 
diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi ke pihak PT. Agro Citra Wahanamas 
Gemilang (ACWG), namun   tanah tersebut dapat dipertahankan oleh Bius 
Lonttung Sinaga-Situmorang dan PT.s (ACWG) angkat kaki dari daerah tersebut.  
Selain itu juga, pada tahun 2011 masyarakat Suku Batak Toba juga 
mempermasalahkan penetuan Tata Batas Kawasan Huta Kabupaten Dairi yang 
mana hutan adat milik masyarakat suku batak toba menjadi daerah kawasan hutan 
tanpa melibatkan masyarakat di Kecamatan Parbuluan. Bahkan kawasan hutan 
adat tersebut akan diserahkan kepada PT. Global Agro Perkasa (GAP) untuk 
dijadikan perkebunan kopi.  
Untuk mempertahankan Tanah marga yang ada di Kecamatan Parbuluan, 
pada tanggal 28 Juni 2012 sejumlah tokoh masyarakat Desa Parbuluan Kecamatan 
Parbuluan yang merupakan Raja Bius Lontung Sinaga-Situmorang mendatangi 
Gedung DPRD Dairi untuk mempertanyakan kejelasan mengenai tapal batas 
hutan Negara dengan hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang 
ada di Kecamatan Parbuluan. Kedatangan mereka untuk menyampaikan keberatan 
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atas pematokan yang dilakukan oleh Pemkab Dairi atas lahan ataupun kawasan 
hutan 2.996 hektar yang merupakan Tanah hak ulayat mereka.
32
 
 
B. Pendaftaran Hak Atas Tanah Perseorangan Yang Berasal Dari Tanah 
Ulayat Di Kecamatan Parbuluan, Kebupaten Dairi 
Apabila pemilik tanah akan melakukan pendaftaran Tanah, maka  
sipemohon atau pemilik yang bersangkutan terlebih dahulu mengetahui 
bagaimana prosedur pendaftaran tanah tersebut, agar pendaftaran tanahnya dapat 
berjalan lancar, jadi prosedur pendaftaran hak atas Tanah perseorangan yang 
berasal dari tanah ulayat atau tanah marga di Kecamatan Parbuluan adalah sebagai 
berikut : 
Langkah 1: menyiapkan dokumen persyaratan. 
Menyiapkan paket dokumen berikut yang akan menyertai Surat 
Permohonan, sebagai berikut: 
a. Pemilik Tanah mengajukan permohonan penegasan hak atas tanahnya ke 
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dairi dengan melampirkan 
bukti-bukti sebagai berikut: 
1) Fotocopy KTP  
2) Surat Penyerahan/Pengelepasan Hak Atas Sebidang Tanah, Surat 
Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Patok, 
Surat pernyataan kepemilikan tanah marga, surat ini menyatakan 
tentang kepemilikan dari tanah marga, menerangkan bahwa tanah 
tersebut tidak dalam sengketa, tidak sebagai jaminan hutang, dimana 
surat pernyataan kepemilikan ini harus ditandatangani oleh: 
a) Pemohon Hak 
b) Saksi Umum (Raja Huta beserta pemilik-pemilik tanah yang berbatasan 
dengan Tanah yang akan didaftarkan) 
c) Kepala Dusun  
d) Kepala Desa yang bersangkutan 
Langkah 2: membuat dan menyampaikan surat permohonan 
a. Membuat surat permohonan Hak Milik atas tanah adat tersebut yang 
ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala 
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Melampirkan dokumen 
persyaratan dilangkah 1. 
b. Sampaikan surat permohonan yang sudah lengkap tersebut kepada  
Kantor Pertanahan melalui sub bagian tata usaha dan meminta tanda 
bukti terima surat dan berkas permohonan.  
Langkah 3: Membayar biaya permohonan 
Membayar segala biaya permohonan setelah menerima surat  
pemberitahuan dari kantor pertanahan. 
Langkah 4: Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah Pemohon 
Langkah 5: Penebirtan Surat Keputusan (Kantah, Kanwil atau BPN RI)  
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Langkah 6: Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat 
Dalam pendaftaran tanah tersebut ada 3 hal kegiatan yang harus dipenuhi 
untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah yaitu dengan cara: 
1. Mengumpulkan data fisik 
Adalah data tentang tanah yang meliputi letak tanah, batas-batasnya,  luas, 
ada tidaknya bangunan diatasnya. Hasil dari pengumpulan dari data fisik 
tersebut dituangkan dalam suatu skema/denah isian yang disebut surat ukur. 
Surat ukur tersebut dibuat rangkap 2. 
2. Mengumpulkan data yuridis 
Data yuridis meliputi: 
a. Status hak atas tanahnya. 
b. Pemilik tanahnya. 
c. Ada atau tidak beban lain diatas tanah tersebut. 
Dilakukan penelitian terhadap data tersebut. Hasil data tersebut setelah 
diteliti dan dinyatakan lengkap maka dibuatlah daftar isian yang disebut buku 
tanah. 
3. Penerbitan/Pembuatan sertipikat hak atas Tanah 
Setelah data fisik dan data yuridis lengkap, hasil dari data yuridis yang berupa 
buku tanah dibuatlah salinan yang disebut salinan buku tanah dilampiri surat ukur 
dijilid menjadi satu kemudian diberi sampul yang bergambar garuda. Inilah yang 
disebut sertipikat hak atas tanah. Sedangkan untuk buku tanah dan surat ukur 
disimpan di Kantor Pertanahan sebagai arsip dari tanah yang bersangkutan. 
Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian 
yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, 
sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di 
dalam surat ukur dan buku Tanah hak yang bersangkutan.
33
  
Proses pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi terhadap 
pelepasan hak ulayat mendasarkan pada surat pelepasan adat sebagai alas hak 
bukti kepemilikan tanah. Pelepasan adat sebagai syarat mendapatkan penegasan 
hak/pengakuan hak dalam penerbitan sertipikat hak atas Tanah.
34
 Yang hendak 
mendaftarkan tanahnya terlebih dahulu harus membuat suatu suatu permohonan 
kepada Raja Huta/Kepala Huta dengan menyerahkan sejumlah uang atau yang 
disebut “Tulak Sakkul” sebagai dasar bahwa hak tanah marga tersebut sudah 
dilepaskan dan diperbolehkan untuk didaftarkan atau dibuatkan sertifikatnya. 
Bentuk penyerahan “Tulak Sakkul” tersebut dibuat dalam upacara adat seperti 
makan bersama sebagai bukti bahwa pemilik tanah ulayat yang diwakili oleh Raja 
Huta atau Kepala Huta yang sudah menyerahkan haknya atas tanah marga 
tersebut. 
35
 
Pada saat melakukan proses pelepasan hak adat tersebut dilakukan secara adat 
di hadapan Raja Huta dan Kepala Desa dan surat pelepasan hak atas tanah 
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ditandatangani oleh raja Huta dan Kepala Desanya sebagai saksi. Setelah proses 
tersebut selesai, apabila pihak yang telah menerima hak atas tanah itu. Untuk 
mendaftarkan tanahnya, cukup membawa surat pelepasan tanah itu sebagai alas 
bukti haknya disertai dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, surat 
pernyataan patok, surat pernyataan penguasaan fisik bidang Tanah, kartu tanda 
penduduk, kartu keluarga dan lainnya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Kabupaten Dairi tanpa perlu adanya Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh PPAT 
(Pejabat Pembuat Akta Tanah), sangat sedikit yang membuat Akta Jual – Beli 
dengan bantuan PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) karena hanya dengan alas 
hak Surat Pelepasan Hak saja di bawa ke BPN, pihak BPN akan mengurus dan 
mengeluarkan Sertifikat tanahnya.   
Selain hal tersebut, berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa sebagian 
besar batas-batas hak ulayat di Kecamatan saat ini tidak begitu jelas, karena sudah 
terjadi pembagian kepada keturunannya secara terus menerus, luas tanah tersebut 
pun sudah semakin sempit. Peranan Kepala adat/Raja Huta dalam hal ini juga 
sangat penting untuk menyaksikan dan menetukan batas-batas bersama-sama 
dengan pihak dari Badan Pertanahan Kabupaten Dairi terhadap Tanah yang 
hendak didaftarkan oleh si pemohon. 
 
C. Peranan Kepala Adat Dalam Hal Pendaftaran Hak Atas Tanah 
Perseorangan Pada Tanah Ulayat Di Kecamatan Parbuluan, 
Kabupaten Dairi 
Raja huta sebagai Kepala Adat di Kecamatan Parbuluan mempunyai tugas 
dan wewenang yang berkaitan dengan pengolahan kampung, penegakan hukum, 
ketertiban dan disiplin. Penduduk kampung harus menerima kepemimpinan 
seorang raja huta dalam transaksi penjualan ternak, pelepasan tanah, perkawinan 
dan lain-lain. Untuk penghormatan kepada raja huta, maka raja huta berhak 
menerima upah raja atau jambar. 
Secara khusus dalam kaitannya dengan Tanah, berdasarkan penelitian 
dilapangan, Raja Huta atau Kepala Huta berhak mengatur pemakaian tanah dan 
membuat peraturan-peraturan yang menyangkut dengan tanah seperti: 
perkembangan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk perladangan dan 
persawahan serta membuat peraturan-peraturan tentang tata tertib terhadap 
kehidupan masyarakat sehingga jika orang yang datang dan tinggal menetap di 
kampung tersebut haruslah seijin Raja Huta atau Kepala Huta. 
Begitupun dalam hal kegiatan pendaftaran Tanah, peranan Raja Huta atau 
Kepala Huta sebagai pemilik Tanah marga di Kecamatan Parbuluan memiliki 
peranan yang sangat penting karena baik golongan marga sebagai pemilik tanah 
marga maupun pendatang yang telah diberikan hak milik atas tanah marga yang 
hendak mendaftarkan tanahnya harus membuat suatu permohonan kepada Raja 
Huta/Kepala Huta dengan menyerahkan sejumlah uang atau yang disebut “Tulak 
Sakkul” sebagai dasar bahwa hak tanah marga tersebut sudah dilepaskan dan 
diperbolehkan untuk didaftarkan atau dibuatkan sertifikatnya. Bentuk penyerahan 
“Tulak Sakkul” tersebut dibuat dalam upacara adat seperti makan bersama sebagai 
bukti bahwa pemilik tanah ulayat yang diwakili oleh Raja Huta atau Kepala Huta 
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yang sudah menyerahkan haknya atas tanah marga tersebut. 
36
  
Jika dalam hal timbulnya sengketa atau keberatan mengenai Tanah marga 
yang didaftarkan tersebut, maka Kepala Huta atau Raja Huta sangat dibutuhkan 
perannya untuk menyelesaikan persengketaan Tanah marga tersebut secara 
musyawarah dengan menghadirkan tokoh-tokoh adat beserta para pihak yang 
bersangkutan dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan. 
 
Kesimpulan dan Saran 
A. Kesimpulan 
1. Keberadaan masyarakat hukum adat di Kecamatan Parbuluan dapat 
dilihat dengan adanya masyarakat Adat Batak Toba yang mendiami, 
mengerjakan serta memelihara objek hak ulayat dengan tetap mentaati 
hukum adat yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan tanah 
ulayatnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri 
Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Masyarakat 
Hukum Adat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Namun Eksistensi 
Tanah Marga sebagai tanah ulayat masyarakat adat Batak Toba di 
Kecamatan Parbuluan sudah berkurang. Tanah-tanah marga yang 
kepemilikannya bersama sudah banyak mengalami perubahan status 
menjadi hak milik secara individu, sehingga kepemilikan bersama makin 
lama menjadi makin kecil cakupan luas dan penguasaannya. Hal ini 
terlihat dari adanya tanah-tanah yang sudah sudah didaftarkan oleh 
Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Parbuluan.  
2. Adapun prosedur pendaftaran hak atas tanah perseorangan yang berasal 
dari tanah ulayat atau tanah marga di Kecamatan Parbuluan adalah 
sebagai berikut: Pertama: Menyiapkan dokumen persyaratan seperti 
Fotocopy KTP, Surat Penyerahan/Pengelepasan Hak Atas Sebidang 
Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat 
Pernyataan Patok, Surat pernyataan kepemilikan tanah, surat ini 
menyatakan tentang kepemilikan dari tanah marga, menerangkan bahwa 
tanah tersebut tidak dalam sengketa, tidak sebagai jaminan hutang, 
dimana surat pernyataan kepemilikan ini harus ditandatangani oleh 
Pemohon Hak, Saksi Umum (Raja Huta beserta pemilik-pemilik tanah 
yang berbatasan dengan Tanah yang akan didaftarkan), Kepala Dusun dan 
Kepala Desa yang bersangkutan. Kedua: membuat dan menyampaikan 
surat permohonan permohonan Hak Milik atas tanah adat tersebut yang 
ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala 
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.  Ketiga:  Membayar biaya 
permohonan. Keempat: Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah Pemohon. 
Kelima: Penebirtan Surat Keputusan (Kantah, Kanwil atau BPN RI). 
Keenam: Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat. 
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3. Dalam hal kegiatan pendaftaran Tanah, peranan Raja Huta atau Kepala 
Huta sebagai pemilik Tanah marga di Kecamatan Parbuluan memiliki 
peranan yang sangat penting karena baik golongan marga sebagai pemilik 
tanah marga maupun pendatang yang telah diberikan hak milik atas tanah 
marga yang hendak mendaftarkan tanahnya harus membuat suatu 
permohonan kepada Raja Huta/Kepala Huta dengan menyerahkan 
sejumlah uang atau yang disebut “Tulak Sakkul” sebagai dasar bahwa hak 
tanah marga tersebut sudah dilepaskan dan diperbolehkan untuk 
didaftarkan atau dibuatkan sertifikatnya. Bentuk penyerahan “Tulak 
Sakkul” tersebut dibuat dalam upacara adat seperti makan bersama 
sebagai bukti bahwa pemilik tanah ulayat yang diwakili oleh Raja Huta 
atau Kepala Huta yang sudah menyerahkan haknya atas tanah marga 
tersebut. Demikian halnya jika terjadi sengketa tanah, peranan Raja Huta 
atau Kepala Huta sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah secara 
musyawarah dan mengedepankan nilai-nilai keadilan pada masyarakat 
adat Batak Toba di Kecamatan Parbuluan. 
B. Saran 
1. Perlu melakukan kajian mendalam tentang adat pertanahan Suku Batak 
Toba. Hal ini bermanfaat agar nilai-nilai budaya yang terkandung dalam 
adat Suku Batak Toba tetap dipelihara dan dalam pelaksanaanya hukum 
adat pertanahan tidak bertentangan dengan hukum pertanahan nasional 
(Negara), sehingga status kepemilikan tanah dapat secara sah dimiliki. 
2. Meskipun di kantor Pertanahan Kabupaten Dairi telah mempersiapkan 
prosedur pelaksanaan pendaftaran Tanah, akan tetapi prosedur tersebut 
tidak sepenuhnya diketahui oleh masyarakat pemegang hak milik adat 
yang ada di Kecamatan Parbuluan. Untuk itu penyuluhan tentang prosedur 
pendaftaran Tanah khususnya yang berasal dari Tanah adat perlu 
dilakukan bagi pihak yang berkepentingan dan disarankan kepada Pejabat 
Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi berpedoman pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997, untuk 
mempermudah pelaksanaan pendaftaran Tanah sesuai dengan azas 
sederhana dan terjangkau.   
3. Khusus mengenai pendaftaran Tanah yang berada di Kecamatan 
Parbuluan, sebaiknya pemerintah bekerjasama  dengan Kepala Adat/Raja 
Huta untuk memperoleh informasi yang lebih rinci baik mengenai sejarah 
Tanah yang hendak didaftarkan, pengaturannya, peruntukannya, 
pemanfaatannya, penentuan batas-batas  tanah yang hendak didaftarkan 
serta menyelesaikan sengketa atau keberatan mengenai Tanah marga yang 
didaftarkan tersebut dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan. 
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